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Abstrak

Pada tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPM sebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo masih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokter keluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktor pendukung dan penghambat keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian mengemukakan bahwa variabel internal : pengetahuan, persepsi, sikap, dan motivasi BPM sudah cukup baik, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Variabel eksternal : dukungan stakeholder, dukungan sumber daya, dan sistem reward kurang baik. Perlu adanya tindak lanjut dan sosialisasi dari pemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanan kebidanan dan Neonatal.
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ANALYSIS OF PARTICIPATORY FROM INDEPENDENT MIDWIFE PRACTICES ON NATIONAL  HEALTH  INSURANCE  PROGRAM  IN  BUNGO  DISTRICT JAMBI PROVINCE 2017

Abstract

On January 1, 2014, the government began to implement the JKN program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network. BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12 (54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. This study aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in Bungo District, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design, purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result of this research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and good attitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to the claim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM to join the JKN program is because many patients have become BPJS participants. Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form of socialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program. ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the dissemination of government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric and neonatal care.
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PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud (Budiman, 2015). Berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 28H dan perubahan UUD Tahun 1945 pada pasal 34 ayat (2), menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat, hal ini menegaskan bahwa setiap individu dan semua warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak terkecuali orang miskin.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Upaya pemerintah dalam mempercepat terselenggaranya SJSN secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia maka dibentuklah suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan UU Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 ini maka pada tanggal 1 Januari 2014 program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai (Thabrany, 2015).
Berlakunya program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maka secara otomatis jaminan kesehatan yang pernah ada seperti Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal masuk ke dalam Program JKN (Indonesia, 2014). Tujuan JKN secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga kebutuhan dasar kesehatan setiap penduduk terpenuhi (Thabrany, 2014). 
Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam program JKN meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan termasuk Bidan Praktik Mandiri (BPM) (Kemenkes RI, 2014).
BPM merupakan praktik bidan secara mandiri yang memberikan pelayanan dalam lingkup kebidanan, dimana bidan dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki, dapat memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat khususnya dalam hal pelayanan kebidanan, dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (Helmizar, 2014).
BPM sebagai pemberi pelayanan kebidanan saat ini dapat bekerjasama dalam program JKN, namun dalam implementasi program JKN masih menimbulkan kebingungan dan pertanyaan bagi para bidan, karena BPM tidak dapat bekerja sama langsung dengan BPJS dan harus bergabung menjadi jejaring dulu pada fasilitas kesehatan tingkat I (Puskesmas) atau dokter praktik mandiri/perseorangan, sehingga untuk saat ini dari seluruh BPM yang ada di Indonesia, hanya lebih kurang 2 ribu bidan yang bergabung pada fasilitas kesehatan tingkat I (Puskesmas)/dokter keluarga dan lebih dari 45 ribu bidan memilih praktik mandiri (Widiyani, 2014).
Keikutsertaan BPM untuk bekerja sama dalam program JKN tidak lepas dari konsep perilaku bidan selaku individu yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Perilaku terdari dari hal internal dan ekternal. Hal internal yang mempengaruhi perilaku antara lain pengetahuan, persepsi, motivasi, minat, dan emosi sedangkan yang termasuk dalam hal eksternal adalah lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, dukungan stakeholder, ketersediaan sumber daya (dana, kebijakan, dan sistem informasi), dan sebagainya (Notoatmodjo, 2007).
Berdasarkan data IBI Kabupaten Bungo Provinsi Jambi bulan Februari 2017, menyatakan bahwa total keseluruhan jumlah bidan yaitu 554 orang. Jumlah bidan yang memiliki praktik mandiri atau BPM yaitu 22 orang. Menurut data BPJS Cabang Kabupaten Bungo bulan Februari tahun 2017, tercatat 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (IBI Kab. Bungo, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa BPM di Kabupaten Bungo belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program JKN. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan kepada beberapa BPM di Kabupaten Bungo diperoleh informasi bahwa prosedur kerja sama dianggap merepotkan BPM sehingga mereka enggan untuk bekerja sama dalam program JKN. 

Tinjauan Teoritis
Menurut Notoatmodjo (2007) perilaku terdari dari hal internal dan ekternal. Hal internal yang mempengaruhi perilaku antara lain pengetahuan, persepsi, motivasi, minat, dan emosi sedangkan yang termasuk dalam hal eksternal adalah lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, dukungan stakeholder, ketersediaan sumber daya (dana, kebijakan, dan sistem informasi), dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang menurut Gibson dkk (1996) ada tiga faktor yaitu variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Variabel individu, yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan, pengalaman kerja, latar belakang keluarga, tingkat sosial ekonomi, dan faktor demografi (umur, jenis kelamin, etnis, dan sebagainya), variabel organisasi, yaitu kepemimpinan, desain pekerjaan, sumber daya yang lain, struktur organisasi, dan sebagainya, dan variabel psikologis, yaitu persepsi terhadap pekerjaan, sikap, motivasi, kepribadian, dan sebagainya.
Keikutsertaan BPM untuk bekerja sama dalam program JKN tidak lepas dari konsep perilaku bidan selaku individu yang terlibat dalam kerjasama tersebut yang dipengaruhi oleh hal internal yang meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, dan motivasi, dan hal eksternal yang meliputi dukungan stakeholder, dukungan sumber daya, dan sistem reward (Notoatmodjo, 2007 dan Gibson, 1977).
Keikutsertaan BPM dalam program JKN masih menimbulkan kebingungan dan pertanyaan bagi para bidan, karena BPM tidak dapat bekerja sama langsung dengan BPJS dan harus bergabung menjadi jejaring dulu pada fasilitas kesehatan tingkat I (Puskesmas) atau dokter praktik mandiri/perseorangan. Berdasarkan penelitian Listyowati dkk (2015) bahwa secara umum BPM di Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar telah mengetahui mengenai JKN, tetapi mereka tidak memahami secara detail tentang kebijakan JKN terutama yang berhubungan dengan Kebidanan dan Neonatal. Pada umumnya sosialisasi mereka dapatkan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. Dalam hal tarif, menurut BPM masih rendah sehingga BPM cenderung malas untuk berpartisipasi dalam JKN, hal ini dikarenakan adanya sistem jejaring yang menyulitkan mereka untuk menjadi provider JKN, selain itu adanya potongan dari jejaring membuat BPM semakin tidak ingin menjadi provider berjejaring dengan dokter keluarga.
Apabila BPM tidak bekerja sama atau tidak dilibatkan dalam program JKN, maka dapat menghambat upaya pemerintah menekan AKI dan AKB,serta upaya menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) (IBI, 2014).

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Rapid Assesment Procedure (RAP). Pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2017. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka guna menggali informasi terhadap topik. Data yang dikumpulkan antara lain pengetahuan, persepsi, sikap, motivasi, dukungan stakeholder, dukungan sumber daya, dan sistem reward. Validitas penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber dan telaah dokumen.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, informan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu informan dan informan kunci. Informan kemudian dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan keikutsertaan pada program JKN, yaitu BPM yang ikut dan tidak ikut pada program JKN. Sementara itu, informan kunci terdiri dari Ketua IBI, Kepala Dinas Kesehatan dan Pengelola MPKP BPJS Kesehatan. 
1. Karakteristik Informan
Berdasarkan hasil penelitian, BPM yang ikut program JKN berjumlah 5 BPM yang ada di 3 kecamatan. Informan yang ikut program JKN paling tua berumur 60 tahun, sedangkan paling muda berumur 31 tahun. Separuh dari informan berumur di atas 40 tahun. Dari segi lama buka praktik mandiri, paling lama telah buka praktik selama 23 tahun dan paling baru selama 1 tahun. Sebagian besar telah buka praktik mandiri selama 14 - 17 tahun. Dari segi pendidikan, sebagian besar informan berpendidikan D III Kebidanan dan sebagiannya lagi berpendidikan D IV Kebidanan. Pada informan yang belum ikut program JKN berjumlah 5 BPM yang berada di 2 kecamatan. Berdasarkan umur informan BPM sebagian besar berumur antara 39 - 42 tahun, hanya 1 informan yang berumur 60 tahun. Dari segi lama buka praktik mandiri, paling lama telah buka praktik selama 28 tahun dan paling baru selama 1 tahun. Sebagian besar telah buka praktik mandiri selama 6 - 14 tahun. Dari segi pendidikan, sebagian besar informan berpendidikan D III Kebidanan, 1 informan berpendidikan D I Kebidanan, dan 1 informan berpendidikan S 1 Kesehatan Masyarakat. Informan yang berpendidikan S 1 Kesehatan Masyarakat ini sebenarnya berlatar pendidikan D III Kebidanan. Sedangkan karakteristik pada informan kunci, dari segi umur, informan kunci yang termuda berumur 27 tahun dan yang tertua berumur 51 tahun. Pendidikan terakhir sebagian besar S-1 dan 1 orang berpendidikan S-2.
Berdasarkan karakteristik (umur, lama buka praktik mandiri, dan pendidikan) antara BPM yang ikut dan belum ikut program JKN hampir memiliki variasi yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa umur, lama buka praktik mandiri, dan pendidikan tidak berperan dalam keikutsertaan pada program JKN.
2. Pengetahuan
Pengetahuan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi pengetahuan informan tentang pelayanan kebidanan dan neonatal, prosedur kerja sama, prosedur klaim, dan sosialisasi. Pengetahuan BPM yang ikut dan tidak ikut program JKN tentang pelayanan kebidanan dan neonatal menunjukkan sebagian besar informan, baik pada BPM yang ikut atau pun yang belum ikut program JKN, menyatakan sudah mengetahui program JKN yang terkait dengan pelayanan kebidanan dan neonatal yakni ANC, persalinan normal, PNC/neonatus, dan KB.
“...untuk BPM kan terbatas...ANC 4 kali...persalinan..persalinan yang normal yang patologi kita tidak boleh..terus PNC itu ada lagi...KB”(2.y)

“Pelayanan yang bisa di BPM, ANC, ibu bersalin, PNC... KB boleh juga” (7.n)
Pelayanan kebidanan dan neonatal yang termasuk di dalam program JKN meliputi: pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care), pertolongan persalinan (internatal care), pemeriksaan bayi baru lahir, pemeriksaan pasca salin (postnatal care), dan pelayanan Keluarga Berencana (BPJS Kesehatan, 2015). 
Sebagian besar informan, baik pada BPM yang ikut atau pun yang belum ikut program JKN, sudah mengetahui prosedur kerja sama dalam program JKN. Hampir seluruh informan mengatakan bahwa prosedur kerja sama dalam program JKN tidak terlalu rumit, BPM terlebih dahulu harus berjejaring dengan dokter, dan membuat surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara dokter dan BPM. Prosedur kerja sama antara BPM dengan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan adalah melalui Puskesmaas/dokter keluarga. Adapun persyaratan dalam prosedur kerja sama ini terdiri atas SIPB, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perjanjian kerjasama dengan dokter atau Puskesmas pembinanya, dan surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN (Permenkes RI, 2013). 
Mengenai prosedur klaim, sebagian besar informan baik BPM yang ikut atau belum ikut program JKN mengetahui prosedur klaim termasuk administrasi yang harus dilengkapi dalam mengajukan klaim pelayanan yang telah diberikan. mekanisme klaim dari BPM dengan cara mengajukan klaim ke Faskes tingkat pertama/induk (Puskesmas/dokter keluarga) secara kolektif setiap bulan atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan sebelumnya, dan bahan yang harus dilengkapi dalam mengajukan klaim persalinan antara lain kwitansi asli rangkap 3 (tiga) bermaterai, FPK rangkap 3 (tiga), dan rekapitulasi pelayanan (nama penderita; nomor identitas; alamat dan nomor telepon pasien; diagnosa penyakit; tanggal masuk perawatan dan tanggal keluar perawatan;jumlah hari rawat; besaran tarif paket; dan jumlah seluruh tagihan). Sedangkan berkas yang harus ada dari masing-masing pasien yakni foto copy Kartu BPJS/Askes/Jamkesmas/KIS, KTP dan Kartu Keluarga (Untuk KK khusus peserta Jamkesmas), partograf, Surat Keterangan Lahir (SKL), kwitansi pembayaran dari FKTP,  dan lembar pelayanan KIA sesuai pelayanan yang diberikan yang telah ditandatangani oleh ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani (BPJS Kesehatan, 2015). 
   Masih adanya informan yang kurang mengetahui tentang prosedur kerja sama dan prosedur klaim dapat disebabkan kurangnya sosialisasi tentang program JKN terutama sosialisasi dari BPJS secara khusus untuk BPM. Walaupun sebagian besar informan BPM sudah pernah mendapatkan sosialisasi menyangkut keikutsertaan BPM, namun sosialisasi hanya didapatkan dari IBI pertemuan rutin IBI, sementara dari Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan sosialisasi secara khusus untuk BPM. Dengan adanya sosialisasi ini memberikan dampak bahwa pengetahuan BPM tentang program JKN terkait pelayanan kebidanan dan neonatal sudah cukup baik. Namun belum berdampak pada peningkatan jumlah BPM yang bergabung pada program JKN.
3. Persepsi
Sebagian besar persepsi dan sikap BPM yang ikut dan belum ikut program JKN tergolong  positif terhadap prosedur kerja sama pada program JKN, tetapi berpersepsi dan bersikap negatif terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Semua informan menyebutkan bahwa tarif yang telah ditentukan tidak sesuai dengan pelayanan yang BPM berikan, sehingga ada beberapa BPM yang menarik biaya tambahan kepada pasien dengan alasan penggunaan bahan habis pakai serta fasilitas yang telah disediakan. Adanya tambahan penarikan iuran sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan BPJS tidak dibenarkan karena menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, fasilitas kesehatan termasuk bidan tidak boleh menarik biaya diluar dari yang telah ditetapkan (Permenkes RI, 2013). 
Dengan adanya ketidaksesuaian biaya yang harus dikeluarkan oleh BPM terhadap kompensasi tarif  yang sudah ditentukan dan waktu pencairan dana imbalan jasa yang lama dapat menurunkan keikutsertaan BPM dalam program JKN. Keterlambatan waktu pencairan dana imbalan jasa dapat menghambat pelayanan kesehatan. Disebabkan oleh pembiayaan untuk pelayanan kesehatan bulan selanjutnya seperti pengadaan  bahan  habis  pakai  dan  obat-obatan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Seharusnya BPM diberi hak untuk menarik biaya diluar dari tarif yang sudah ditentukan. Rumah sakit atau Puskesmas milik pemerintah telah menerima kucuran dana pembangunan gedung, pembelian alat, dan gaji pegawainya. Tidaklah adil jika BPM yang merupakan milik swasta yang harus mengeluarkan sendiri biaya operasional dan seluruh gaji tenaga kesehatan dibayar sama besar dengan bayaran rumah sakit atau Puskesmas milik pemerintah tersebut. Oleh karenanya, bila BPM diberi kewenangan menarik biaya menjadi lebih realistis. Peserta memilih BPM yang menganggap tidak ada antrian dan pelayanannya lebih baik harus membayar ekstra atas pilihannya sendiri. Kondisi pilihan ini akan membantu menaikkan minat BPM bergabung dengan program JKN.
Persepsi informan BPM yang ikut pada program JKN, mengenai mekanisme kerja sama antara BPM dengan program JKN harus melalui Puskesmas/dokter, sebagian besar menganggap tidak keberatan bila harus malalui dokter, tetapi merasa keberatan bila melalui Puskesmas. Sedangkan tanggapan informan BPM yang belum ikut pada program JKN, sebagian kecil merasa keberatan bila harus melalui Puskesmas/dokter.
“Susah juga kalau mau ikut BPJS...harus ngurus kerja sama pula dengan dokter...haa...itu yang agak berat sekarang...” (6.n)

“Kalau bisa tidak harus melalui dokter..apalagi melalui Puskesmas..prosedurnya berbelit-belit..” (8.n)
  
Konsep berjejaring sangat penting untuk sistem asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan. Lebih lanjut mengatakan bahwa konsep berjejaring menitikberatkan pada kualitas pelayanan, bagaimana caranya, supaya pelayanan itu dilihat sebagai tim. Sistem jejaring sebenarnya dimaksudkan agar ada kolaborasi antara dokter dengan bidan sehingga tidak terjadi persaingan dalam memberikan pelayanan kebidanan dan KB pada masyarakat dalam memberikan asuhan yang akan diberikan (Linggasari, 2015). Untuk prosedur kerja sama BPM dengan Puskesmas, persyaratannya sama dengan prosedur kerja sama BPM dengan dokter keluarga, ditambah dengan perjanjian kerja sama/PKS yang ditandatangani oleh BPM dan Kepala Puskesmas pembinanya dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.
Faktor yang mendukung BPM ikut serta pada program JKN, sebagian besar mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah banyak yang menjadi peserta BPJS dan adanya keinginan untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Zakiah (2015) yang mengatakan keikutsertaan BPM pada program JKN karena adanya dorongan dari bidan untuk tetap mempertahankan kunjungan pasiennya dan memperkenalkan program layanan pengembangan yang dimiliki oleh bidan, seperti: pijat bayi, senam hamil, perawatan kewanitaan dan sebagainya dan ada juga yang menyatakan mengikuti program JKN selain untuk melanjutkan program pemerintah yang sebelumnya juga ingin mengabdikan diri pada profesinya serta agar dapat membantu masyarakat dengan sistem subsidi silang antara pasien yang kurang mampu dengan pasien yang mampu. 
Sedangkan faktor penghambat keikutsertaan BPM pada program JKN, mayoritas mengatakan faktor yang menghambat adalah masalah tarif yang sudah ditentukan masih kurang memadai, waktu pencairan klaim yang masih lama, dan prosedur kerja sama yang berbelit-belit.
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, bahwa untuk pelayanan kebidanan, neonatal, dan KB ditetapkan besaran tarif antara lain antenatal care paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan sebesar Rp. 25.000/pemeriksaan, posnatal care (PNC)/neonatus : Rp. 25.000,-/kunjungan, pemasangan/pencabutan IUD/Implant : Rp. 100.000, pelayanan suntik KB : Rp. 15.000,- setiap kali suntik, dan paket persalinan pervaginam normal : Rp. 600.000,- (sudah termasuk akomodasi ibu/bayi dan perawatan bayi) (Permenkes RI, 2013). 
Rendahnya tarif yang ditentukan oleh BPJS, menyebabkan BPM menarik pembayaran tambahan dari pasien. Hal ini tentu bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dimana fasilitas kesehatan termasuk BPM tidak boleh menarik biaya diluar dari yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai tarif tersebut. Besarnya tarif hendaknya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dengan asosiasi/organisasi fasilitas kesehatan disuatu wilayah. Tarif berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi/organisasi menghasilkan tarif rata-rata, sehingga tarif yang diterima fasilitas kesehatan lebih memadai.
4. Sikap
Semua informan BPM yang ikut pada program JKN, menilai mekanisme/prosedur kerja sama untuk BPM sudah cukup baik, sedangkan informan BPM yang belum ikut pada program JKN, sebagian besar menilai mekanisme/prosedur kerja sama masih merepotkan karena harus berjejaring dengan dokter yang sudah bekerja sama dengan BPJS dan menilai persyaratan kerja sama yang disiapkan cukup banyak. 
Mekanisme klaim dari BPM dengan cara mengajukan klaim ke Faskes tingkat pertama/induk (Puskesmas/dokter keluarga) secara kolektif setiap bulan atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan sebelumnya, dan bahan yang harus dilengkapi dalam mengajukan klaim persalinan antara lain kwitansi asli rangkap 3 (tiga) bermaterai, FPK rangkap 3 (tiga), dan rekapitulasi pelayanan (nama penderita; nomor identitas; alamat dan nomor telepon pasien; diagnosa penyakit; tanggal masuk perawatan dan tanggal keluar perawatan;jumlah hari rawat; besaran tarif paket; dan jumlah seluruh tagihan). Sedangkan berkas yang harus ada dari masing-masing pasien yakni foto copy Kartu BPJS/Askes/Jamkesmas/KIS, KTP dan Kartu Keluarga (Untuk KK khusus peserta Jamkesmas), partograf, Surat Keterangan Lahir (SKL), kwitansi pembayaran dari FKTP,  dan lembar pelayanan KIA sesuai pelayanan yang diberikan yang telah ditandatangani oleh ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani (BPJS Kesehatan, 2015). 
Mengenai tarif yang telah ditentukan semua informan BPM menilai tarif tersebut masih kurang. Informan BPM terkadang juga merasa dirugikan, ketika ada tindakan yang telah diberikan kepada pasien tetapi tidak bisa diklaim karena tidak ada pada daftar tarif yang telah ditentukan. Sedangkan menurut BPJS Kesehatan, BPM yang memberikan pelayanan kebidanan dan neonatal diluar ketentuan tidak dapat melakukan pengklaiman atas pelayanan tersebut, sehingga bidan menarik pembayaran dari pasien atau tidak dibayar sama sekali. Untuk menghindari hal ini tidak terjadi, maka BPM harus lebih meningkatkan kemampuan untuk memutuskan diagnosa dan tindakan apa yang harus diberikan dan keputusan untuk melakukan perujukan (BPJS Kesehatan, 2015). 
Sikap informan BPM terhadap keikutsertaan BPM pada program JKN, semuanya beranggapan positif. tetapi bersikap negatif terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Masih adanya BPM yang bersikap negatif, kemungkinan disebabkan karena pengetahuan yang kurang, dan persepsi yang negatif tentang program JKN. Meskipun ada BPM yang bersikap negatif terhadap program JKN, namun mereka tetap membuka diri untuk ikut serta pada program JKN bila adanya perbaikan dari program JKN, prosedur kerja sama dan klaim lebih mudah, dan adanya peningkatan tarif pelayanan.
5. Motivasi
Menurut informan BPM yang ikut pada program JKN, sebagian besar alasan yang mendasari mereka ikut program JKN adalah karena sekarang pasien yang ada rata-rata sudah menjadi peserta BPJS, sudah sangat jarang pasien yang tidak menjadi peserta BPJS atau umum, sedangkan menurut informan BPM yang tidak ikut pada program JKN, alasan yang mendasari sebagian kecil informan BPM tidak ikut adalah prosedur kerja sama yang rumit, mereka juga harus berjejaring dulu dengan dokter, tarif BPJS dirasakan masih kurang. 
Motif atau motivasi adalah dorongan dari dalam diri manusia yang mengarahkannya untuk melakukan tindakan atau berperilaku tertentu. Dorongan tersebut didasari adanya kebutuhan atau keinginan yang perlu dipenuhi. Motivasi juga akan berhubungan dengan hasrat, keinginan, dorongan, dan tujuan (Notoatmodjo, 2007). Dengan adanya motivasi BPM yang didasari oleh karena semua pasien merupakan pasien BPJS dan agar BPMnya tetap berjalan, maka diharapkan BPM dapat termotivasi untuk tetap berpartisipasi pada program JKN karena sudah sesuai dengan hasrat, keinginan, dorongan, dan tujuan BPM.
6. Dukungan Stakeholder
Sebagian besar informan BPM yang ikut dan yang belum ikut program JKN mengatakan belum mendapat dukungan langsung dari Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, baik berupa sosialisasi maupun himbauan untuk bekerja sama dalam program JKN. Sedangkan dari IBI, sebagian besar informan mengatakan sudah ada dukungan, baik berupa sosialisasi maupun berupa himbauan untuk ikut bekerja sama dalam program JKN.
Peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi JKN adalah sebagai pengelola/penyelenggaran jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan dan bekerja sama dengan BPJS untuk anggaran Kabupaten/Kota. Sebagai pengelola/penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan, Dinas Kesehatan berperan mensosialisasikan program JKN (Yandrizal dan Suryani, 2014). Begitu pula dengan BPJS memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan  program  Jaminan  Kesehatan dan memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai Jaminan Kesehatan kepada peserta dan masyarakat15. Sementara bentuk dukungan dari organisasi IBI dalam program JKN antara lain melakukan advokasi kepada pihak terkait untuk kejelasan peran bidan dalam JKN dengan mengusulkan bidan dapat langsung  Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS; sosialisasi kepada pengurus dan anggota IBI tentang program JKN; menyusun rancangan kerja sama BPM sebagai jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS; bergabung dalam Satgas Organisasi Profesi untuk JKN dalam pelaksanaan JKN; dan terlibat dalam pembentukkan peraturan di Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya (UU RI, 2011). 
Kurangnya dukungan baik berupa sosialisasi maupun himbauan dari Dinas Kesehatan dan BPJS terhadap keikutsertaan BPM pada program JKN ini menurut asumsi peneliti dapat mengakibatkan kurangnya kemauan dari BPM untuk ikut serta pada program JKN. 
7. Dukungan Sumber Daya
Seluruh informan BPM menyatakan tidak ada kebijakan yang mendukung jalannya kerja sama BPM dalam program JKN baik dari Dinas Kesehatan, IBI, maupun dari BPJS. Tidak adanya dukungan dari Dinas Kesehatan, IBI, dan BPJS, akan berpengaruh negatif terhadap keikutsertaan BPM dalam program JKN. 
Berdasarkan hasil riset Women Research Institute (WRI), ada beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait perubahan kebijakan yang dapat mengoptimalkan BPJS Kesehatan mencapai 70% apabila praktik bidan mandiri masuk dalam layanan FKTP. Rekomendasi tersebut adalah merevisi Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) agar menjangkau perempuan peserta JKN yang tidak mendapatkan pelayanan di Puskesmas, merevisi Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (3) dengan menambahkan peran aktif BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi kerjasama bidan praktik mandiri dengan jejaring FKTP, penerbitan dan pendistribusian buku pedoman berjejaring fasilitas yang dibuat oleh BPJS Kesehatan, serta penerbitan surat edaran Kementerian Kesehatan untuk pendistribusian buku pedoman itu pada pemerintah daerah/dinas kesehatan  (YSKK, 2015). 
8. Sistem Reward
Mengenai penghargaan yang diberikan dari Dinas Kesehatan, BPJS, dan IBI bagi BPM yang telah ikut serta pada program JKN, sebagian besar informan BPM mengatakan belum ada penghargaan yang diberikan. Dalam melaksanakan suatu program, salah satu cara untuk memotivasi para pelaku program yaitu dengan memberikan reward, baik berupa piagam penghargaan, bantuan sarana dan prasarana, atau dapat pula berbentuk pelatihan-pelatihan, sehingga BPM lebih termotivasi untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
Dalam sistem reward juga ditanyakan mengenai ada atau tidaknya pemotongan pengembalian klaim dari jejaring. Mengenai pemotongan ini semua BPM yang ikut pada program JKN mengatakan tidak ada pemotongan klaim dari dokter jejaringnya baik pada saat pengembalian klaim melalui rekening dokter jejaring maupun setelah sekarang melalui rekening bank BPM yang bersangkutan.
Pada Pedoman Pelaksanaan Program JKN menyatakan bahwa pada penyelenggaraan JKN, BPM sebagai pemberi pelayanan kebidanan dan neonatal merupakan jejaring dari FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dalam rangka pembinaan administrasi terhadap BPM sebagai jejaring, maka FKTP di luar milik Pemerintah Daerah dapat mengenakan biaya pembinaan dengan besaran maksimal 10% dari total klaim (Permenkes RI, 2014). Dengan adanya ketentuan ini, dokter keluarga dapat mengenakan pemotongan maksimal 10%.
Dalam hal disuatu daerah BPM berjejaring dengan FKTP milik Pemerintah Daerah, misalnya dengan Puskesmas, maka klaim dilakukan melalui FKTP milik Pemerintah Daerah. Setelah dibayar oleh BPJS, FKTP milik Pemerintah Daerah segera membayarkan secara utuh kepada BPM jejaring sesuai dengan besaran klaim terhadap pelayanan yang diberikan. Pada FKTP milik Pemerintah, dana kapitasi yang digunakan untuk Jasa Pelayanan dialokasikan antara 40%-60% dari total pengembalian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Karakteristik BPM yang ikut dan belum ikut program JKN  (umur, lama buka praktik mandiri, dan pendidikan terakhir) hampir sama, maka berdasarkan karakteristik BPM dapat disimpulkan tidak menjadi latar belakang keikutsertaannya dalam program JKN.
b. Pengetahuan BPM yang ikut dan belum ikut program JKN tentang program JKN sebagian besar tergolong baik, yang mencakup pengetahuan tentang pelayanan kebidanan dan neonatal, prosedur kerja sama, dan prosedur klaim
c. Sebagian besar persepsi dan sikap BPM yang ikut dan belum ikut program JKN tergolong  positif terhadap prosedur kerja sama pada program JKN, tetapi berpersepsi dan bersikap negatif terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan.
d. Motivasi BPM untuk ikut serta pada program JKN adalah karena pasien yang ada rata-rata sudah menjadi peserta BPJS.
e. Sebagian besar BPM yang ikut dan belum ikut program JKN menyatakan dukungan dari pemerintah, BPJS, dan IBI masih kurang, baik dalam bentuk sosialisasi, himbauan, ataupun kebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN.
f. Sebagian besar BPM yang ikut program JKN mengatakan tidak ada reward yang diberikan untuk BPM yang telah ikut pada program JKN.
g. Hal pendukung keikutsertaan BPM pada program JKN adalah masyarakat yang sudah banyak menjadi peserta BPJS dan adanya keinginan untuk memberikan pelayanan kepada pasien.
h. Hal penghambat keikutsertaan BPM pada program JKN adalah masalah tarif yang telah ditentukan kurang memadai dan waktu pencairan klaim yang lama.

Saran
a. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada seluruh bidan termasuk BPM dari Pemerintah, IBI, dan BPJS terkait program JKN, khususnya . tentang prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. 
b. Diharapkan dapat melakukan pengkajian ulang dan perbaikan dengan melibatkan asosiasi/organisasi fasilitas kesehatan dalam hal besar tarif, lama waktu pencairan dana imbalan jasa, dan perjanjian kerja sama. 
c. Agar dapat memberikan penghargaan kepada BPM yang ikut program JKN yaitu dengan mengadakan pelatihan/seminar tentang pelayanan kebidanan dan neonatal serta bantuan sarana dan prasarana bagi BPM.
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